
BUPATI BARITO TIMUR

PROVItrSI I(ALIMAI{TAil TENGATI

PERATURAN BUPATI BARITO TIIEUR

NOMOR 11 TAIIUN 2A22

TENTAT{G

PEDOMAN PENDIRIAT{, PENGURUSAI{ DAT{ PENGEI'OI'AAI{' DAIT

PEMBUBARAI{ BAI}Ail USAIIA MILIK DTSA

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YAITG MAHA ESA

BUPATI BARITO IIMUR'

Menimbang : a. batrwa untuk
meningkatkan
selaras Pada
kegotongroYongan,

menumbuh kembangkan perekonomian'

kesejahteraan masyarakat desa yang

nilai-nilai kekeluargaan dan

dapat dibentuk Badan Usaha Milik

b.

c.

Desa;
bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli

desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa'

pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik

Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan

PemerintahRepubliklndorresiaNomorllTahun2a2t
tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2O2l tentang

Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan' dan

Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Ped'oman

Pendirial, Pengurusan dan Pengelolaan' dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

d.



Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2AO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan'

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau' Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Fulang Pisau' Kabupaten

MurungRayadanKabupatenBaritoTimurdiProvinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4

Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaNomor55sT}sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-

undangNomorgTahunzalstentangPerubahanKedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta

Kerja(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2a2o
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2l tentang

Badan Usaha Mitik Desa {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2L Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015

tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan' dan

pembubaran Badan usaha Milik Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2961;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tatrun 2A2t

tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan'

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/atauJasaBadanUsahaMilikDesa/BadanUsaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2A2l Nomor 2521;

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Menetapkan

METIUTUSKAI{:

PERATT,RAN BUPATI TENTAIYG PEIX)MAI{ PEIYDIRIAN'

PENGURUSAN DAI{ PENGELOLAAT'I' DAt{ PEMBUBARAN

BADAI{ US$IA MILIK DESA.

BAB I
I(BTENTUAN UMUTI

Pasal 1

Dalam Peratural Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur'
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur'

3. Bupati adalah Bupati Barito Timur'
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat' hak

asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihomati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
6. Dinas Pemberd'ayaarl Masyarakat dan Desa

disingkat DPMDSos adalah Dinas yang

pemerintahan bidang masyarakat dan Desa

dan Sosial Yang selanjutnYa
menyelenggarakan urusan

dan Sosial KabuPaten Barito

Timur.
7. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa

setelatr dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa'

g. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis'

g. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yan.g

berhubungan d.engan pelaksanaan hak dan kewajiban desa'

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB

Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa'

11. Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya

disebut DBHPRD adalah bagian hasil penerimaan pajak dan retribusi

Daerah Kabupaten yang diberikan kepada Desa'

t2. Badan usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan

hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-desa guna

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis

usaha lainnya untuk sebesar-besafilya kesej ahteraan masyarakat Desa'
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Pasal 2

pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan usaha

Milik Desa terdiri atas :

a. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

c. Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;

d. Rencana Program Kerja;

e.Permodalan,JenisUsaha,HasilUsahadanKepailitan;
f. Pembinaan, Pengawasan dan Audit;
g. Kerugian;
h. Pembubaran; dan
i. Kop Surat, Stempel, dan Papan Nama'

Pasal 3

BUM Desa/BUM Desa Bersama bertujuan :

a.melakukankegiatanusahaekonomimelaluipengelolaanusaha,serta
pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian' dan potensi

Desa;
b. melakukan kegiatan pelayanan llmum melalui penyediaan barang

dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa' dan

mengelola lumbung Pangan Desa;

c. memperoleh keunt *g"t atau iaba bersih bagi peningkatan pendapatan

asliDesasertamengembangkansebesar-besarnyamanfaatatassumber
daYa ekonomi masYarakat Desa;

d. pemanfaatan Aset Desa gunakan menciptakan nilai tambah atas Aset

Desa; dan
e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa'

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana

dimaksud pada pasal 3, pengelolaan BUM DesalBUM Desa Bersama

dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan

dengan prinsiP;
a. profesional;
b. terbuka dan bertanggung jawab;

c. partisiPatif;
d. prioritas sumber daYa lokat;

e. berkelanjutan.

t



Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa

Bersama meliPuti :

a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;

b. produksi barang dan/atau jasa;

c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;

d. inkubasi usaha masYarakat Desa;

e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;

f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;

g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas'

dan sumber daYa alam; dan

h. peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa'

Pasal 6

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi

dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan

perundang-undangan.

BAB II
PENDIRIAN BADAN USAI{A IVIILIK DESA

Bagian Kesatu
Pendiriaa BUM Desa/BIIM Desa Bersama

Pasal 7

(1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan

pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa'

(2) BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan

Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan

Bersama KePala Desa.

(3) BUM Desa Bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan

usaha, atau kedekatan wilaYah'

(a) Pendirian BUM Desa Bersama sebagairnana dimaksud pada ayat (3) tidak

terikat pada batas wilayah administratif'
(5) Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara

langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa

masing-masing.
(6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan

Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat :

a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;

b.AnggaranDasarBUMDesa/BUMDesaBersama;dan
c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat

Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama-

r
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Pasal 8

(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh status badan hukum pada

saat d.iterbitkannya sertifikat pendaftaran secafa elektronik dari menteri

yangmenyelenggarakanurusallpemerintahandibidanghukumdanhak
asasi manusia.

(2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama memiliki unit usaha BUM

DesalBUM Desa Bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut

terpisah dari BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam

pasal B ayatlry, e"*.rintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM

Desa Bersama kepada Menteri Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi melalui sistem informasi Desa.

(2) Mengenai pendaftaran BUM DesalBUM Desa Bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (u di sesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku'

Pasal 1O

pend"irian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal

7 didasarkan Pada Pertimbangan:
a. inisiatif Pemerintah Desa danlatau masyarakat Desa;

b. potensi usaha ekonomi Desa;

c. sumberdaYa alam di Desa;

d.sumberdayamanusiayangmampumengelolaBUMDesa;dan
e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan

kekayaanDesayangdiserahkanuntukdikelolasebagaibagiandariusaha
BUM Desa.

Baglaa Kedua

Anggaran Dasar Dan Aaggaran Rumah Tangga

Pasal 11

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya

dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa'

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. nama;
b. tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan Pendirian;
d. modal;
e. jenis usaha dibidang ekonomi danla

(1)
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f. narrra dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;

g. hak, kewajiban, ttrgas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara

pengangkatan,penggantian,danpemberhentianpenasehat,pelaksana
operasional, dan/atau pengawas; dan

h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan

dan Pemanfaatan hasil usaha'
(3) Perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana

dimaksud pada-ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang

terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia-
(4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan

pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa

Bersama.
(5) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama telah memiliki unit usaha'

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama harus memuat unit usaha

BUM Desa/BUM Desa Bersama'

Pasal 12

{1} Nama BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal

11 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:

a. tidak sama atam tidak menyerupai nama:

1. BUM Desa/BUM Desa Bersama lain;

2. lembaga Pemerintah; dan

3. lembaga internasional
b. diawali dengal frasa BUM Desa dan dialhiri dengan nalna administratif

Desa untuk BUM Desa;

c. diawali dengan frasa BUM Desa Bersama untuk BUM Desa Bersama;

d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

e. sesuai dengan atau mencerfilinkan maksud dan tujuan, serta Usaha

BUM Desa/BUM Desa Bersama;

f. terdiri d.ari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan

g. tidak mengandung bahasa asing'

(2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem

informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Desa bersama'

(3) Mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 di sesuaikan d'engan peraturan perundang-

undangan Yang berlaku-

Pasal 13

(1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau

perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara

penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas'



(21 Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;

b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa

Bersama;
c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;

d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan

e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama'

Anggaral rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana

aimat<sud pada ayat (21 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau

Peraturan Bersama KePala Desa'

BAB III
PENGURUSAI'IDAI{PEfiGELoLAAI{BADANUSAIIA}IILIKDESA

Bagian Kesatu
BentukorganisasiBt,MDesa/BUMDegBersana

Pasal L4

(1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum'

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari

BUM Desa dan masYarakat'
(3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan

hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa

tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

( 1).

Bagian Kedua
Organisasi BIIM Desa/BtIM Desa Bersama

Pasal 15

organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersarrra terpisah dari Pemerintah Desa

Pasal 16

perangkat organisasi BUM DesalBUM Desa Bersama terdiri atas :

a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

b. penasihat;
c. pelaksana OPerasional; dan

d. Pengawas.

t3)
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Paragraf 1

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 17

U Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM

Desa/BUM Desa Bersama'
2l Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar'

Pasal 18

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang :

a. menetapkan pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;

b. menetapkan At gg"t*, BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahannya;

c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorgan'isasian, hak dan

kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatan

pada BUM Desa;

d. membahas dan menYePakati
Bersama;

penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa

e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap

DesalBUM Desa Bersama;

pelaksana oPerasional BUM

f. mengangkat pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama;

g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa/BUM Desa Bersama;

h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Desa/BUM

Desa Bersama;
i. memberikan Persetujuan

diajukan oleh Pelaksana

atas rallcangarl rencana program kerja yang

operasional setelah ditelaah pengawas dan

-] penasihat;
j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama

dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar

BUM Desa/BUM Desa Bersama;

k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa Bersama

dengan nilai, jumlah investasi, danf atau bentuk kerja sama tertentu

dengan pihak iain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM

Desa/BUM Desa Bersama;

1. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BUM Desa

Bersama;
m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa

Bersama;
n.

o.
p.

memutuskan penugasall. Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama

untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
memutuskan penutupan unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;

menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM

Desa Bersama dan/atau unit BUM Desa/BUM Desa Bersama yang

diserahkan kePada Desa;



q. menerima laporan tahunan BUM Desa/BUM Desa Bersama dan

menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat' pelaksana

operasional dan Pengawas;
membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa/BUM Desa

Bersama dengan Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama;

membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus

dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas

dalam hal terjadi kerugian BUM DesalBUM Desa Bersama yang

diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam

hal penasihat, pelaksanaan operasional, dan/atau pengawas tidak

menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungiawaban;

memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM

Desa Bersama karena keadaan tertentu;
menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesian seluruh kewajiban dan

pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan BUM

Desa/BUM Desa Bersama;
meminta dan menerima pertanggungiawaban penyelesaian; dan

memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk

melakukan audii investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan

dartlataukelalaian dalam pengelolaan BUM DesalBUM Desa Bersama'

khusus sebagaimana
permintaan Penasihat

r.

s.

t.

u.

v.

w.
x.

I u

2l

3)

Pasal 19

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan

musyawarah untuk mencapai mufakat'

Pasal 2O

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas :

a.MusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesatahunan;dan
b. Musyawarah DesalMusyawarah Antar Desa khusus.

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan

pertanggungiawaban pelaksana operasional'

Musyawarah DesalMusyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku

lampau.
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan

mengharuskan adanya keputusan segera yang urewenangnya ada pada

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa'

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas

dan/ atau pelaksana oPerasional'

Musyawarah Desa/ MusYawarah

4)

s)

6)
yang sarna dengan MusYawarah



2l

3)

Pasal 21

persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggafaan Musyawarah

Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah DesalMusyawarah

Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUM DesalBUM Desa

Bersama.

Paragraf 2
Penasihat

Pasal 22

1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dijabat secara

rangkap oleh KePala Desa.

Kepala D."u" *.bu.gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa

keiada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan'
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan jumlah

keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta" kewenangallnya

dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektifitas dan

efisilnsi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM

Desa/BUM Desa Bersama.
Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibaghas dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam

Anggaran Dasar BUM DesaltsUM Desa Bersama'

Pasal 23

Da]am hal penentuan penasihat bagi BUM Desa Bersama, dapat dibentuk

dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara

kolektif kolegial.
Jumlah pengorgaoisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat

BUM Desa Bersama diputuskan dalam Mr.rsyawarah Antar Desa dan

dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dengan

mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan'

kemampuan, dan kebutuhan BUM Desa Bersama'

Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUM Desa Bersama diatur

dalam Anggaran dasar BUM Desa Bersama'

Pasal 24

U Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berwenang :

a. bersama pelaksana operational dan pengawas, membahas dan

menyepakati anggararl rumah tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama

dan/ atau PerubahannYa;

4l
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b.bersamadenganpengawas,menelaahrancanganrencanaprogram
kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada

Musyawarah Desaf Musyawarah Antar Desa;

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai

dengankeputusanMusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesa;
d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana

operasionaldanmengambilalihpelaksanaanoperasionalBUM
Desa/BUM Desa Bersama;

e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menJrusun dan

menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan

dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah

Desa/ MusYawarah Antar Desa;

f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelola Usaha BUM

Desa/BUM Desa Bersama- oleh pelaksana operasional dan laporan

pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah

Desa/Musyawarahn Antar Desa dalam laporan keuangan;

g.menetapkanpenerimaanataupengesahanlaporantalrunanBUM
Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah

Desa/ MusYawarah Antar Desa;

h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjafilan

BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu' sebagaimana

ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan

i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja safiIa

BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi

dan/ataubentukkerjasamatertentudenganpihaklainsebagaimalla
ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama'

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertugas :

a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional

dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana

program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan

Musyawarah Desal Musyawarah Antar Desa;

c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM

Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga;

d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan

pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;

e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan

pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan

kepadaMusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesa;
f. memberikan pertimbangan datam pengembangan usaha dan organisasi

BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah

Desa/ MusYawarah Antar Desa;

g. memberikan saran dan pendapat rnengenai masalah yang dianggap

penting bagi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga' dan/atau keputusan

Musyawarah DesalMusyawarah Antar Desa; dan
lT_*.T,"_i..= : ;" 

_ l]:f_
il :



-]

h. meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan

pengelolaan gulu Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran

Dasar,AnggaranRumahTangga,dan/ataukeputusanMusyawarah
Desa/ MusYawarah Antar Desa'

Paragraf'3
Pelaksana OPerasional

Pasal 25

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c

diangkatolehMusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesa.
(2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nalna yang diusulkan oleh

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, danlatau unsur masyarakat'

(3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh direktur BUM Desa/BUM Desa Bersanrra'

{4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

orangperseoranganyangharusmemenuhipersyaratankeahlian'
integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik' serta

memiliki dedikasi yang tinggr untuk memajukan dan mengembangkan

BUM Desa/BUM Desa Bersama'

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan

diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama'

Pasal 26

(1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah

Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM

Desa Bersama .

(2) Dalam hal pelaksanaan operasional lebih dari I (satu) orang' salah seorang

anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana

operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.

(3) ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana

operasional sebagaimana dimaksud pada ayal {21 diatur dalam Anggaran

Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama'

PasaT 27

pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal 25 ayat {3) memegang jabatan selama 5 {lima} tahun dan dapat

diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan

pertilbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa

j abatannya, kad erisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan'

:
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PasaI 28

(1) Persyaratan menjadi pelaksana Operasional meliputi :

a. Warga Negara Indonesia asli;

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. Sehatjasmani dan rohani;
d. Berusia minimal 17 Tahun atau sudah memiliki KTP;

e.Masyarakatdesayangmemilikijiwakewirausahaan;
f. Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

g. Berkepribadian baik, jujur' ad'il' cakap' berpengalaman'

bertanggungiawab,sertaperhatianterhadapusahaekonomidesa;
h. Pendidikan minimal setingkat sMU seder4iat; dan

i'syarat-syaratlainsebagaimanayangtertuangdalamAnggaranDasar
dan AnggararL Rumah Tangga'

(2) Pelaksana op.rasional dapat diberhentikan dengan alasan :

Meninggal dunia;
Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

dan Anggaran Rumah Tangga;

c. Mengundurkan diri;
d. Tidak dapat melaksalakan tugas dengan baik, sehingga menghambat

perkembangankerjaBUMDesalBUMDesaBersama;dan
e. Terlibat t a*u* pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka'

Pasal 29

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang :

a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati

Anggaran Rumah Tangga BUM DesalBUM Desa Bersama dan/atau

perubahannYa;
b. mengambil keputusan terkait operasionalisai Usaha BUM Desa/BUM

Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa/BUM

Desa Bersama yang dinyatakarr dalam Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar

Desa;
c. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

baikSecarainternalorganisasimaupundenga"pihaklain;
d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa/BUM Desa

Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya

bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama;

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa/BUM Desa

Bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan Peraturan

perundang- undangan mengenai ketenagakedaan;

f. melakukan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat

persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau

penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;

a.
b.
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g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha

BUM Desa/BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan

MusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesaataupenasihatdan
pengawassesuaidenganketentuandalamAnggaranDasarBUM
Desa/BUM Desa Bersama;

h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa/BuM Desa

Bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah

Desa/ MusYawarah Antar Desa;

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa/BUM Desa

Bersamasesuaidengan-yangditetapkanolehMusyawarah
Desa/ MusYawarah Antar Desa;

j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawah

Desa/ MusYawarah Antar Desa;

k.bertindaksebagaipenyelesaidalamhalMusyawarahDesatidak
menunjuk PenYelesaian ;

l.mengatur,mengurus,mengelola,danmelakukansegalatindakan
dan/atau.perbuatanlainnyabagrkepentinganpengurusanBUM
DesalBUM Desa Bersama mengenai segala ha1 dan kejadian' dengan

pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-und'angan, serta danlatau di luar

pengadilan.
(2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:

a. menjalankan segala tindakan tindakan yang berkaitan dengan

pengurusan BUM Desa/BuM Desa Bersama untuk kepentingan BUM

Desa/BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM

Desa/BUM Desa Bersarna, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa

Bersama di dalam danlatau di luar pengadilan mengenai segala hal

dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, keputusan

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, danlatau ketentuan

peraturan Perundang-undangan;
b. men]rusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM DesalBUM

Desa Bersama;
c. men)rusun laPoran

DesalBUM Desa
pengawas;

semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM

Bersama untuk diajukan kepada penasihat dan

d. men)rusun laPoran
Desa/BUM Desa
Desa/MusYawarah

tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM

Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah

Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan

pengawas;
e. atas permintaal penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM

Desa/BUM Desa Bersama kepada penasihat;

f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama

kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

g. beisama dengan penasihat dan pengavras, menJrusun dan

menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan

dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

masyarakat Desa untuk
Desa/ Musyawarah Antar Desa.

diaiukan kePada MusYawarah

I*l



Paragraf 4
Pengawas

Pasal 30

(1) pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d diangkat oleh

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa'

(2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa rnemilih pengawas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh

Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, danlata:u-unsur masyarakat'

(3}Pengawassebagaimanadimaksudpadaayatl2lmerupakanorang
perorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian' integritas'

kepemimpinan,pengalaman,jujur,perilakuyangbaik,sertarnemiliki
dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM

Desa/BUM Desa Bersama'
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan

diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dalam Anggaran Dasar BUM DesalBUM Desa Bersama'

Pasal 3L

(1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar

Desa sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/BUM Desa Bersama'

(2) Dalam hal pengawas tebih dari 1 (satu) orang' salah seorang anggota

pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutrrya disebut

ketua dewan Pengavras.
(3) Pengawas Yang terdiri atas

majelis Yang Pelaksanaan
kolegial.

(4) Ketentuan mengenai hubungan
sebagaimana dimaksud Pada aYat

Desa/BUM Desa Bersama.

lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan

kepengawasannya dilakukan secara kolektif

tata kerja dan tatz- kelola pengawas

(2) diatur dalam Anggaran Dasar BUM

.l
Pa.sal 32

pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3O ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali paling uanvat< z (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai

mampu melaksanakan tugas d.engan baik selama masa jabatannya, kaderisasi'

dan menghindarkan konflik kepentingan'

Pasal 33

(1}PengawassebagaimanadimaksuddalamPasal3oberwenang:
a. bersama aeng"n penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan

menyepakatianggaranrumahtanggaBUMDesa/BUMDesaBersama
dan / atau PerubahannYa;

b. bersama dengan penasihat, menelaah

kerja yang diajukan oleh pelaksana
rancangan rencana program

operasional untuk diajukan
fesa;
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c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman

BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana

ditetapkandalamAnggaranDasarBUMDesa/BUMDesaBersama;
d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja salna

BUMDesa/BUMDesaBersamadengannilai,jumlahinvestasi
dan/atau bentuk kerja salna tertentu dengan pihak lain sebagaimana

ditetapkandalamAnggaranDasarBUMDesa/BUMDesaBersama;
e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan

menyampaikan analisis keuangan, renca-na kegiatan dan kebutuhan

dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau

masyarakat Desa/ Musyawarah Antar Desa;

f.atasperintahMusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesa,
melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat

indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM

Desa/BUMDesaBersamayangberpotensidapatmerugikanBUM
Desa/BUM Desa Bersama; dan

g.memeriksapembukuan,d.okumen,danpelaksanaanUsahaBUM
Desa/BUM Desa Bersama'

(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya

pengurusan BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional

termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program keda, sesuai

denganAnggaranDasar,keputusanMusyawaralrDesa/Musyawarah
Antar O.**, a* latxt ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM

Desa/BUM Desa Bersama;

c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengaviasan tahunan

kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan

usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional

untuk di4fukan kePada Penasihat;
e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana

diajukan dari pelaksana operasional untuk
program kerja Yang

diajukan kePada

Musyavrarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;

f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan

pelaksanaall pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh

pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah

Desa/ MusYawarah Antar Desa;

g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan

pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama untuk diajukan

kepadaMusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesa;dan
h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasalr

dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa'

Pasal 34

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa'

:i Ii..,
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Pasal 35

Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas

sebagaimana d.imaksud dalam pasat 16 huruf b, huruf c' dan huruf d

diaturpenjabarandanperinciannyad,alamAnggaranDasardan/atau
Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama'

Ketentuan mengenai iaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatu, 
""".ru.i 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mempertimbangkankemampuanBUMDesa/BUMDesaBersamaserta
dilandasi sema3gat kekeluargaan dan kegotongroyongan'

Bagiaa Kettga
Pegawai BIIIU DesalBIIM Desa Bersama

Pasal 36

(1) pegawai BuM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai

pengangkatan,pemberhentian,hakdankewajibannyaberdasarkan
perj anj ian kerj a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai ketenagakerj aan'
(2) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:
a. sekretaris;
b. bendahara; dan
c. pegawai lainnYa.

(3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan

wewenang dan tugas pelaksana operasional'

(4) Pengangkatan aan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan

melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh

pelaksana oPerasional.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh

pelaksana oPerasional'

Pasal 37

(1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama memperoleh penghasilan yang adil

dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja'

(2) Penghasilan pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana

dimaksud Pada aYat {1) meliPuti :

a. gaJi; dar:latau
b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan

BUM Desa/BUM Desa Bersama'

Pasal 38

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai

Bersama melaksanakan program peningkatan

manusia.

BUM Desa/BUM Desa

kapasitas sumber daYa

.)



Bagian KeemPat
Rencana Prograo Kerja

(1)

{2}

Pasal 39

operasional men5rusun rancangan rencana program kerja BUM

DesaBersamasebelumdimulainyatahunbukuyangakan
Pelaksana
DesalBUM
datang.
Rancangan rencana Prograrn kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(4)

Pasal 4O

Rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama

dimaksuddalamPasal3gayat(3)palingsedikitmemuat:
a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan progfam

BUM Desa/BUM Desa Bersama

disampaikan kePada Penasihat dan

sebagaimana

pengawas untuk ditelaah'
Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa

Bersama sebagamana dimaksud pada ayat (21 diputuskan dalam

Musyawarah Desa/Musyawarah entar Desa sebagai rencana program kerja

BUM Desa/BUM Desa Bersama'

Dalam hal pelaksana operasional tidak men]rusun rancangan rencana

program kerja BuM Desa/BUM Desa Bersama sebagamana dimaksud pada

*"i (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama

tahun sebelumnYa.

-)

kerja/kegiatan

BUM Desa/BUM Desa Bersama;

b. anggaran BUM Desa/BUM Desa Bersama yang dirinci atas setiap anggaran

prograsl kerja/ kegiatan; dan

c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah DesalMusyawarah

Antar Desa.

Bagian KeHma
Moda"l BUM Desa/Btlil Desa Bersama

Pasal 41

(1) Modal Awal BUM Desa/BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa ;

iz1 nnoa* BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari :

a. penYertaan modal Desa; dan

b. penyertaan modal masyarakat Desa'

(3) BUM Desa/BUM Desa Bersama mendapatkan modal awal untuk

melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan

dari APB Desa'

{4) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh modal dari bantuan

pemerintah, pemerintah provinsi dan pernerintah kabupaten'

(5) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari

penyertaan modal dari pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur

T:

i_{ffi
dalam AD/ART.



(6) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari

pinjamanmelaluilembagakeuanganperbankanyangpengaturan
pinjamannyadilakukanolehdanatasnamapemerintahanDesayang
diatur dalam Peraturan Desa'

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat memperoleh permodalan dari

anggota masyarakat Desa yang bersangkutan'

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan yang berlaku'

Pasal42

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal al ayat l2l

huruf a terdiri atas:
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan

danlatau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB

(7)

(8)

Desa;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah

KabuPaten dan DBHPRD Yang

daerah Provinsi, Pemerintale daerah

disalurkan melalui mekanisme APB

'.l

Desa;
c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi

kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai

kekayaankolektifDesadandisalurkanmelaluimekanismeAPBDesa;
serta

d. aset Desa yang d,iserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan tentang aset Desa'

(2) Penyertaan ,rroarr masyarakat D.** sebagaimana dimaksud dalam pasal

4O ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan

masyarakat-

Bagian Keeuam
Jenis Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 43

(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis sosial (social

business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (seraing) kepada

masyarakatdenganmemperolehkeuntunganfinansial.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat

guna, meliPuti:
a. air minum Desa;

b. usaha listrik Desa;

c. lumbung Pangan ;

d sumber d.aya lokal dan teknologi tepat gulla lainnya ; dan

e. kegiatan plr"korromian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan

mampumeningkatkannilaitambahbagimasyarakat.
(3) Ketentrran mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana

dimaksudpadaayat(2|diaturdenganperaturanDesa.



(1)

(21

Pasal 44

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan

(renting) barang yang melayani kebutuhan masyarakat Desa dan

ditunjukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa'

unit usatra dalam BUM DesalBUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penye\raan meliputi:

a. alat transPortasi;
b. perkakas Pesta;
c. rumah toko;
d. tanah milik BUM Desa; dan

e. barang sewaan lainYa-

Pasal 45

(u BuM Desa/BUM Desa Bersama dapat rnenjalankan usaha perantara

{brokerfury) yang memberikan jasa layanan kepada warga'

(2) Unit usaha dalam BuM resaTeuM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara antara lain:

a. jasa PembaYaran listrik;
b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;

dan
c. jasa PelaYanan lainnYa'

Pasal 46

(U BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis yang

berproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar

yang lebih luas.
(2) Unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangxt (tradingl meliputi :

a. hasil Pertanian;
b. sarana Produksi Pertanian; dan

c. kegiatan bisnis produktif lainnya'

Pasal 47

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis keuangan

{frnansiat business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro

V*g dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa'

unit usaha dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah

di akses oleh masYarakat Desa'

(1)

(21



Pasal 48

(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama

(holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan

masyarakat Desa baik da-lam skala lokal Desa maupun kawasan

perdesaan.
(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri

yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa/BUM Desa

Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama'

(3) Unit usaha dalam BuM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi :

a. Desa wisata yang dapat mengorganisir rangkaian jenis usaha dari

kelompok masyarakat dengan berkoordinasi dengan dinas terkait; dan

b. kegiatan usaha bersama ,"t.g mengkonsolidasikan jenis usaha lokal

lainnYa.

Pasal 49

strategi pengerolaan BuM Desa/BUM Desa Bersama bersifat bertahap dengan

mempertimbangkan perkemballgan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM

DesalBUM Desa Bersama, meliPuti :

a. sosialisasi dan pembelaj aj.:ar: tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama ;

b. pelaksanaaIl musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM

Desa/BUM Desa Bersama ;

c. pendirian BuM Desa/BUM Desa Bersama yang menjalankan bisnis sosial

(sociat businessf dan bisnis penyew aan (rentirtg);

d. analisis kelayakan usaha guh{ Desa/BUM Desa Bersama yang berorientasi

pada usaha perantar a {brokeirry), bisnis keuangan ffinansial business)' dan

perdagan gan (tradingi, bisnis penyew aan (renting) mencakup aspek teknis

dan teknologi, aspek mana3lmen dan sumber daya manusia, aspek

keuangan, aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usa}ra dan

lingkunganhidup,aspekbadanhukum,danaspekperencanaanusaha;
e. pengernbangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama

BUM Desa/BUM Desa Bersama antar Desa atau kerjasama dengan pihak

swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga

donor; dan
f. diversi{ikasi usaha dalam bentuk

berorientasi pada bisnis keuangan

(twlding).

BUM DesalBUM Desa Bersama Yang

{fwansiat business) dan usaha bersama

Bagiaa Ketufruh

Alokasi Hasil usaha BIIM Desa/BUM Desa Bersana

Pasal 50

Hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang

diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan

kewajiban pada pihak lain, serta penJrusu.tan atas barang-barang inventaris

dalam 1 (satu) tahun buku'

r

(1)



{21
pembagian hasil usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur

datam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa

Bersama.
Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dikelola melalui sistem akuntansi sederhana'

Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat tl) dipergunakan

untuk:
a.BiayaoperasionalBUMDesa/BUMDesaBersama
b. Pembagian Keuntungan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Dengan perincian perhitungan pembagian :

- Tambahan Modal / Pengembangan Potensi

- Pemerintah Desa / Pendapatan Asli Desa

- Penasehat
- Pelaksana OPerasional
- Pengawas
- Pendidikan, Pelatihan dan Dana Sosia]

Bagian KedelaPan
Kepailitan BtIM Desa/BtIM Desa Bersama

Pasal 51

Kerugian yang dialami BUM Desa/BUM Desa Bersama menjadi tanggung

jawabpelaksanaoperasionalBUMDesa/BUMDesaBersama.
Dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak dapat menutupi kerugian

dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui

(3)

(4)

50o/o

5oo/o

50o/o

254/o

lOo/o

5o/o

1a/o

5o/o

(u

(2t

(3)

Musyawarah Desa-

Berdasarkan hasil MusYawarah

Kepala Desa daPat mengajukan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

kepailitan BUM Desa/BUM Desa Bersama

ke pengadilan.
(a) Kepailitan BUM DesalBUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 52

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaksana

operasionat BuM Desa/BUM Desa Bersama dan kekayaan BUM Desa/BUM

Desa Bersama tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan

tersebut, setiap anggota pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa

Bersama bertanggUng jawab secara tanggung renteng atas kerugian

dimaksud.



(2) Anggota pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama yaxg dapat

membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud'

Pasal 53

(1) Dalam hal aset BUM DesalBUM Desa Bersama yang dinyatakan pailit

dipergUnakan unfuk melayani kebutuhan dasar masyarakat' Pemerintah

Desa mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar

masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan'

(2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mengambil atih yang dipergunakan

untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaitnaTaa' dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat

dimaksud.

Bagian Kesembilan
KoP Surat, StemPel, dan PaPan Nama

Pasal 54

tl) BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam melaksanakan kegiatan administrasi

surat menSrurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi'

(2) Kop surat BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)menggunakarlnantaBUMDesa/BUMDesaBersamadaerah
tersebut.

(3) Sternpel BUM DesalBUM Desa Bersama sebagairnana dimaksud pada ayat

(1) bentuk tulisan dan ukurannya sesuai dengan nalna BUM DesalBUM

Desa Bersama'.
(4) Contoh dan Format tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 55

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUM Desa/BUM Desa Bersama

harus memiliki 4an mengelola butcu administrasi pokok, yang terdiri dari :

a. buku Pelaksanaan operasional;

b. buku notulen;
c. buku agenda surat masuk dan surat keluar;

d. buku kas;
e. buku Program kerja; dan
f. buku tamu.

(2) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat membuat dan

administrasitambahansesuaidengankebutuhan.

mengelola buku

(S)BUMDesa/BUMDesaBersamaharusmemilikipapan
Desa/BUMDesaBersamayangditempatkandihalaman
Desa/BUM Desa Bersama atam kantor kepala Desa'

r' ...1, i, . -
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(4) Papan nalna BUM DesalBUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ukuran papax dan tulisannya sesuai dengan standar dan aturan'

(5) Contoh dan Format tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'

Bagian KesePuluh
Pertanggungiawaban

Pasal 56

(1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat

pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama'

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi laporan

semesteran dan laPoran tahunan'

{3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan

kepada Penasihat.
(4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit

memuat:
a. laporan posisi keuangan semesteran dan

semesteran serta penjelasannya; dan

b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang

mempengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama'

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan

kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh

penasihat dan Pengawas.
(6) Laporan tafrunan sebagaimana, dimaksud pad"a ayat (5) paling sedikit

memuat:
a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir

tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan iaba rugi dari tahun

buku. yang bersangkutan serta penjelasannya;

b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi

dari Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama;

c.laporanmengenaikeadaandanjalannyaBUMDesa/BUMDesa
Bersama serta hasil yang telah dicapai;

d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa. bersama dan perubahan selama

tahun buku;
e. rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang

memengaruhi kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan

f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional'

pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat

y.rrg telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir'

(7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana

operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada

p"rrg"**s dan/ atau Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa-

perhitungan laba rugi

, -..*.*.':.=,,.
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BAB TV

PEMBUBARAN BAI'AIT USAIIA MILIK DESA

Pasal 57

(1) BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dibubarkan :

a. berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;

b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar

telah berakhir;
c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lnafia pailit BUM Desa/BUM

Desa Bersama tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau

e. karena ketentuan peraturan perundang-undangan'

(2) pembubaran BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembubaral BUM

Desa/BUM Desa Bersama'

{3} Kekayaan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah dibubarkan setelah

dikurangi kewajiban menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke

kas Desa.

BAB V
PEMBIITAAT{ DAil PENGAWASAI{

Bagian Kesatu
Pembiaaan

Pasal 58

(1) Bupati melakukan pembinaan, pend.ampingan, monitoring, dan evaluasi

serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa/BUM Desa

Bersama.
(2) Dalam melaksanakan

melimPahkan kePada
membidangi.

(3) Pemerintah Desa mempertanggungiawabkan
BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada BPD

musyawarah Desa.

tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati

Organisasi Perangkat Daerah/instansi yang

tugas pembinaan terhadaP
yang disamPaikan melalui

Badan PermusYawaratan
kineda Pemerintah Desa

Desa Bersama.

Bagian Kedua
Pengawasaa

Pasal 59

Desa wajib melakukan pengawasan terhadap

dalam membina pengelolaan BUM Desa/BUM
(1)



12)

(3)

Pengawasan
disesuaikan
Pemerintah
Kabupaten
Bersama.

yangdilakukanolehBadanPermusyawaratanDesa
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Daerah dapat melakukan pengawasan melalui Inspektorat

BaritoTimurterhadappengelolaanBUMDesa/BUMDesa

Baglan Ketiga
Audit

Pasal 6O

pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta

kepada Bupati Barito Timur melalui perangkat Teknis Pengawasan untuk

melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa/BUM

Desa Bersama yang dilakukan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana

operasion al deurrlatau pada saat diperlukan'

BAB VI
KERUGIAI{

Pasal 61

(1) Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan

pemeriks aan I avdit oleh pengawas'

(2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat tl)

dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor

independen-
(3) Datam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam

pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, dapat dilakukan audit

investigatif atas perintah Musyawarah DesalMusyawarah Antar Desa'

Pasal 62

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud datam pasal 61

ayat (1) menemukan kerugian BUM DesalBuM Desa Bersama, penasihat'

pelaksana operasional dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh

*"",.,"pribadiataskerugianBUMDesa/BUMDesaBersama.
(2) penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat

dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) aPabila daPat membuktikan :

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan

kehati-hatian untuk kepenlingan dan sesuai dengan maksud dan

tujuanBUMDesa/BUMDesaBersamadanlatauberdasarkan
keputusanMusyawarahDesa/MusyawarahAntarDesa.

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak

langsungatastindakanyangmengakibatkankerugian;dan



(1)

(21

(3)

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut.
(3) Dalam ha] kerrrgian BUM Desa/BUM Desa Bersama diakibatkan oleh

unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional'

d.anlataupengawassebagaimanadimaksudpadaayat(1)maka
Musyawarah DesalMUsyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan

bentuk pertanggungiawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat'

pelaksana op"L"iorrrt, d.anlatau pengawas berdasarkan semangat

kekeluargaan dan kegotongroyongan'

(4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, danlatau pengawas tidak

menunjukan itikad baik melaksanakan pertanggungiawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum'

Pasal 63

Dalam hal hasil pemeriks aanf a.udit sebagaimana dimaksud dalam pasal 62

ayat{2|hurufa,menemukankerugianmurni|foremajetlre|sebagai
kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsu"r kesengajaan atau kelalaian

penasihat, pelaksana operasional, d€Ir;latau pengawas, kerugian diakui

sebagai beban BUM Desa/BUM Desa Bersama'

Dalam hal BUM DesalBUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang

dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan

diputuskan melalui Musyawarah Desal Musyawarah Antar Desa'

Berdasarkan hasil Musyawarah DesalMusyawarah Antar Desa

sebagaima.na dimaksud pad.a ayat l2l dapat diambil pilihan kebijakan:

a. dalam hal BUM Desa/BUM Desa Bersama tidak memiliki kreditur, Aset

BUM Desa/BUM Desa Bersama dikembalikan kepada penyerta modal

dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa

Bersama;
mengajukan perrnohonan pailit kepada pengadilan niaga;

merestrukturisasi keuangan BUM Desa/BUM Desa Bersama;

menutupsebagianUsahaBUMDesa/BUMDesaBersama,serta
melakukan reorganisasi BuM Desa/BUM Desa Bersama; dan

kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan

kegotongroyongall.

BAB VII
KBTEilTUAIT PERALIHAI{

Pasal 64

BUM Desa/BUM Desa Bersama yang telah ada sebelum Peratrrran Bupati ini

mulai berlaku, wajib melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini'

b.
C.

d.

e.



BAB VII
KETENTUAIT PENUTUP

Pasai 65

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17

Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian, Kepengurusan dan Pengelolaan dan

pembubaran Badan usaha Milik Desa {Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Tahun 201g Nomor lT, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito Timur

Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 66

peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Timur.

Ditetapkan di Tamiang LaYang

Pada tanggal 2o frgri-\ ZOZZ

BUPATI BARITO TIMUR,

r
r

Diundangkan di Tamiaqg Layang

Pada tanggai \E J*^' 2022

PANATI

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR

(

SEKRE*IARIS DAERAH

KABUPAT"*"iyry

L= ffi$

nAEAG HUI(i il



I,AMPIRAIT I
PERATTIRAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR 11 TAHUil 2922
TENTAITG
PEDOMAII PEilDIRTATI, I(EPEI{GTTRUSAII DAr
PENGEII}I..AAH' DAI{ PETIBT'BARAIT BAI'Afi

USAITA MILIK DESA

A.Coatoh Buku DaItat Pengelola BUM Desa

Propin6t
Kabupaten
Kscamatan
&sa

Clircrifikasi Oleh

tgl.-,......-.'---..--

Dibuai oleh

Ketua BUM D6a

B.Contoh Buku l{otulen RaPat

Bendahara BUM Desa

,/^'

tlarilTanggal
Tempat
Pukul
Pimpinan RaPat
Materi yang dibahas
Kesimpulan

Lampinn (Daftar hadir)

BUMDESA... ..-'.-r..

Buku Notulen RaPat

-Enis Kelamin
UP Jabatan Pedode Perdididkan No Telp Ket

l\lo Nama Tpt, Tgl Lahir Alamat

Pimflnan RaPat

Mengetahui,

NotulensiRaPat



C.Contoh Buku Ageada Surat Masuk

: Kalimantan TengahPropinsi

Kabupaten

Kecamatan

Dir,eritkasi Oleh

Ketua BUM Desa

D.Contoh Buku Agenda Surat Keluar

Kalimantan Tengah

Bulan

Dibuat oleh

Bendahara BUM Desa

t91......

Dibuat oleh

Bendahara BUM Desa

Propinsi
Kabupaten
Kecamatan

Diverifikasi Oleh

Ketua BUM Desa

t -:a"



E.Contoh Buku Daftar Inventaris

Prcpinsi
Kabupaten
Kacamatan
Desa

F.Contoh StemPel

BUM Desa-
DAFTAR INVENTARIS

: Kalimantan Tongah
: , . . . . , . . . , . . . " , " . " . .

DiErifikasi Oleh

Ketua BUM Dsa

tsl.

Dibrat €reh

Beadahara BUM Desa

r
i

(

No Nama Elaraog
Tanggal Buliti

,afib8llan Unit Harga Satuan
llarga

Psolohan
Utri{r

Ek6nomia
Penyu$ianlb 

I
tnl

Nilai bsku

BIIMDES
(nAMA BUMDESI

,, (b

BUPATI BARITO TIMUR,



80 CM

LAMPIRAIT II
PERATURAIT BUPATI BARITO TIMI'R
NOMOR 11 TAHI'N 2A22
TENTANG
PEDOITIAil PENDIRIAfr, KEPENGT'RUSAI{ DAN
pEnGELOLltAr[, DArt PtMBrrBARArt BADAIY

USAIIA MILIK DESA

COITTOH PLAITG KANTOR BUM DESA

120 CM

BADAI\T USAIIA MILIK DESA

@uMDes)

"..........,....,............,..{Nama BUMDcsa}'

Alamat:

BUPATI BARITO TIMUR,

'r-\

f!:.@r'LE
*l
EI
B]r'r,;iljfu{se: - ::::'
i
;lr;.;' .

'*J__:j

r
{

AMPERA A.Y. MEBAS


